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Ketika pemimpin rezim Orde Baru, Soeharto, dijatuhkan oleh gerakan reformasi rakyat Indonesia pada
bulan Mei 1998 harapan berlangsungnya sebuah pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang demokratis
menjadi keinginan semua pihak. Semua pihak tentunyatidak ingin lagi melihat adanya berbagai bentuk
intervensi dan pemerintah pusat yang berlebihan di luar aturan hukum yang ada, seperti yang tampak pada
praktek pemilihan di era Orde Baru. Namun kenyataan justru tidak menunjukkan sebuah perubahan yang
signifikan. Bahkan konflik muncul akibat bentuk intervensi seperti di era Orde Baru terlepas dilakukan
secaralangsung ataupun tidak langsung. Studi ini berfokus pada konflik Internal PDI-P antara M egawati
(DPP) dan Tarmidi Suhardjo (DPD) dalam pemilihan Gubernur DK Jakarta Periode Tahun 2002-2007.

Metode penelitian yang digunakan studi ini meliputi empat aspek. Pertama, pendekatan kualitatif. Kedua,
tipe penelitian deskriptif analitis. Ketiga, teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam
(interview indepth), data sekunder dengan studi kepustakaan. Keempat, teknik analisis dengan kualitatif.

Adapun temuan-temuan yang dihasilkan dari studi ini dengan menggunakan metodologi di atas melipuiti;
Legitimasi hukum yang telah diperoleh oleh Sutiyoso berupa ketetapan DPRD DK Jakarta tentang
mengakuan oleh DPRD DKI Jakarta sebagai Gubernur DK Jakarta Periode Tahun 2002-2007, dan
penetapan atau pelantikan oleh Presiden RI setelah sebelumnya dipilih secara sah oleh sebagian anggota
DPRD DKI Jakarta menunjukkan bahwa secara hukum Sutiyoso adalah Gubernur DK Jakarta Periode
Tahun 2002-2007.

Meskipun Sutiyoso terpilih sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku, namun munculnya
berbagai kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penekan (pressure group) yang menolaknya
sebagai Gubernur DK Jakarta merupakan indikasi tidak maksimalnya legitimasi politik yang diperolehnya,
Bahkan dukungan yang diberikan oleh Megawati (DPP) terhadap Sutiyoso tidak memperkuat |egitimasi
politik tersebut, karena Megawati (DPP) melakukannya di luar prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku
secara umum.

Begitu pulatampilnya elemen kekuatan politik masyarakat baik kelompok kepentingan (interest group)
maupun kelompok penekan (pressure group) dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang
memperjuangkan aspirasi dan calonnya masing-masing harus dipandang sebagai sebuah bentuk partisipasi
politik masyarakat Jakarta yang memberi kontribusi terhadap proses demokrasi terutama pada mekanisme
pencalonan dan pemilihan. Karena itu adanya penilaian bahwa sejumlah aksi atau demonstrasi tidak murni
atau ditunggangi tentu tidak relevan lagi dibicarakan dalam kaitannya dengan proses-proses politik yang
terkait dengan kekuasaan dan kepentingan.
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Selanjutnya, adanya pengakuan anggota DPRD DK Jakarta terutama anggota DPRD dari Fraksi PDI-P
bahwa diantara mereka tidak diperintah memilih Sutiyoso dapat dianggap sebagai salah satu bentuk
kebohongan publik. Sebab munculnya rekomendasi Megawati (DPP) Nomor: 94911NIDPPIV1112002
tanggal 15 Juli 2002 yang memerintahkan agar Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta memilih Sutiyoso
setidaknya membuktikan adanya penyimpangan dalam proses politik. Dan penyimpangan itulah yang
menjadi hakekat dari sumber konflik internal PDI-P antara Megawati (DPP) dan Tarmidi (DPD).

Konflik muncul karena Megawati (DPP) tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokratisasi, yang berarti
pulatelah melanggar pokok-pokok pikirannya sendiri yang pernah dilontarkan ke publik sebelum menjadi
Ketua Umum PDI-P. Dan sebagai dampak dari penyimpangan ini tidak hanya membuat Tarmidi Suhardjo
dipecat sesuai Surat Nomor: 205/DPP/KPT SI/X/2002 tanggal 8 Oktober 2002 dan keluar dari PDI-P, tetapi
akan mempengaruhi perolehan suara PDI-P pada pemilu 2004.

Dukungan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI-P dan sebagal Presiden terhadap Sutiyoso merupakan
bukti bahwa penguasa cenderung mempertahankan kekuasaannya. Karenaitu dukungan Megawati terhadap
Sutiyoso dalam pemilihan Gubennir/Wakil Gubernur DK Jakarta Periode Tahun 2002-2007 tidak |epas dari
kepentingan jangka pendek dan jangka panjang Megawati (DPP). Kepentingan jangka pendek M egawati
berupa kepentingan ekonorni dan jaminan stabilitas sisa masa jabatannya. Sedangkan untuk jangka panjang
kepentingan Megawati (DPP) berupa naiknya kembali elit PDI-P dipanggung politik nasional setelah
memenangi permilu 2004.

Karenaitu terpilihnya Sutiyoso yang sangat ditentukan oleh adanya kekuatan politik DPP PDI-P harus
dilihat sebagai bagian dari proses tawar menawar politik (bargaining) antara kepentingan Sutiyoso yang
ingin terpilih kembali sebagai Gubernur DK Jakarta Periode Tahun 2002-2007 dan kepentingan M egawati
yang ingin agar masa kekuasaannya yang tanggal beberapa bulan lagi dapat bertahan, serta kepentingan
PDI-P untuk pemenangan pemilu 2004.

Namun bagaimanapun jugaintervenst Megawati (DPP) dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta dengan
mendukung Sutiyoso yang bukan kader PDI-P patut disesalkan oleh kader dan massa PDI-P, karena
Megawati selaku Ketua Umum Partai dalam mengeluarkan rekomendasi dalam mendukung Sutiyoso tidak
didahului dengan menjelaskan ke seluruh massa pendukungnya bahwa dukungannya terhadap Sutiyoso
adalah demi kepentingan kekuasaannya dan kepentingan PDI-P.



